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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan Otonomi Daerah banyak memberikan peanbddiam wajah
pemerintahan di Indonesia. Hal ini karena Otonoraef@ah telah memberikan
wewenang kepada daerah untuk mengurus, dan menganah tangganya
sendiri. Dalam pasal 1 butir h UU No. 22/1999, matign Otonomi Daerah
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatumaaigurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzxkdes aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebjut IWidjaja (26:1998)
memberi pengertian otonomi bagi suatu daerah haamspu:

1. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijakan daerah demyusun rencana,
pelaksanaannya).

2. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang kualifed.

3. Membuat peraturan sendiri.

4. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapigk retribusi
dan lain-lain usaha yang sah sesuai peraturantyenhaju.

Dari uraian di atas jelas bahwa Otonomi Daerah tddipandang sebagai

cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaeragrintahan yang

efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan asec nyata

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalemngkatkan

kesejahteran Otonomi Daerah juga merupakan ketankgang kuat

antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disgnmpenimbulkan

semangat dalam sampul negara kesatuan RI.

Sejauh ini aspirasi masyarakat menunjukkan pentagklyanan umum
sebagai poin utama tuntutannya atas penyelenggapaarerintahan di era
Otonomi Daerah. Karenanya kinerja pelayanan umuisa bitetapkan sebagai
salah satu tolak ukur penting menilai keberhasit@onomi. (Jawa Post, 14
Oktober 2004). Hasil penelitian ini sesuai dengandapat Rasyid (2000:13)
bahwa “Pemerintahan modern pada hakikatnya adakellaygnan kepada
masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk yasladirinya sendiri, tetapi
untuk melayani masyarakat, menciptakan kemampuan ldaatifitas demi

mencapai kemajuan bersama”.



Pentingnya pelayanan umum ini juga disampaikan BERSADI (dalam
Djihabuddin dan Harahap, 1998:55). Mereka berpeatdaghwa :

Tingkat efisiensi suatu bangsa ditentukan oleh kepuan bangsa

tersebut dalam menjaga tingkat keseimbangan yagig @hicapai. Untuk

mencapai struktur bangsa yang kompetitif, antarm ldiperlukan

perundangan yang stabil, sistem pendidikan yangapahubungan sosial

yang dijaga dengan menciptakan kelas menengah Yamaf) untuk

mengurangi kesenjangan sosial, birokrasi dan redermyang

memfokuskan diri pada kualitas dan kecepatan petaya

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwaypeaan umum juga
mempunyai kedudukan yang tidak bisa dianggap re@iamping itu, menurut
Moenir hal ini karena masyarakat juga memiliki haktuk mendapatkan
pelayanan yang wajar (2002:40).

Pengertian pelayanan umum menurut Surat KeputusanteWli Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1998hesizbagai berikut:

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayamum yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,daerah dan di

lingkungan BUMN atau daerah dalam bentuk barangadan jasa, baik

dalam rangka upaya pemecahan kebutuhan masyaraigium dalam

rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut Moenir (2002:40-41) berpendapat bahwperwujudan
pelayanan yang didambakan oleh masyarakat antara la

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan nigredayanan
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangtdbuat.

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutdjran/untaian
dan kata-kata lainnya.

3. Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan yang terhadap
kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bul
Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan yang sedeiagan keinginan
masyarakat dalam segala bidang maka kendala-kerydalg selama ini ada
merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah abaeuntuk segera
menindaklanjutinya. Hal ini berkaitan dengan diakukannya Otonomi Daerah
yang dilihat sebagai suatu syarat bagi terciptgeyangkatan kualitas pelayanan.
Salah satu pelayanan umum yang masih dirasakandgumancerminkan

pelayanan yang didambakan masyarakat adalah pelaypembuatan Akta



Kelahiran. Banyak alasan mengapa masyarakat makimbmelengkapi anaknya
dengan Akta Kelahiran. Selain para orang tua tidaknahami arti penting Akta
Kelahiran, pembuatan Akta dinilai terlalu sulit deumit. Hal ini dikarenakan

minimnya sosilisasi dari pemerintah mengenai pgniia Akta Kelahiran

(Republika, 15 September 2004).

“Akta Kelahiran memiliki nilai penting sebagai idéas hukum terhadap
keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewgeyaae dan hak-haknya
sebagai warga negara” (Hilda, dalam Bandung RayaJahuari 2003). Hal ini
bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dnési® saat ini. Indonesia
merupakan salah satu negara dari 19 negara yanigi domiruk dalam hal
kepemilikan Akta Kelahiran anak-anak. Hingga samtsekitar 80% anak di
Indonesia termasuk di Jabar, masih belum memilka &elahiran (Bandung
Raya,17 Jan 2003).

Sedikitnya minat para orang tua untuk membuat Akgdahiran untuk

anak-anaknya juga terjadi di Kabupaten Jember.



